291

K@mpsn ' ~dan K@kﬁasaan

Pendahiluzn - ¢

Membicarakan masalah korup51 merupakan hai yang selalu menar;k
karena sampai ‘saat ini belum dztemukan cara- -cara penanggulangan yang
efektif. Pemerintah telah berusaha mencari jalan pernecakhian miasalah tersebut
baik melalui Inspektorat Jenderal yang ada pada setiap Departemen, pem-
bentukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan
Pengawas Keuanoan sampai pada usaha penayangan koruptor di Televisi
Republik Indonesia. Narnun usaha-usaha tersebut belum memperlihatkan hasil
yang memadai, bahkan ada vang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia
sudah membudaya, menyebar bukan hanya terjadi dilingkungan pegawai
negen ‘melainkan sudah aerjadx puia ‘pada Iembaga-lembaga swasta. '

Mengenai sebab-sebab tlmbuinya korup31 ini, bisa dikatakan sangat
kompkek mulax dar: karena gajl kecil, b:rokras: yang hertele«tele di sebab-
kan pada dasarnya orangnya memang mau korup51 ‘dan’ masxh banyak
alasan iamnya Dan sekian banyak penyebab terjadmya korupsx ini menamk
‘untuk’ dikaji” {ebih’ lanjut apa“vang dikemukakan oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Ir. Sarwono Kusumaatmaja vang
menyatakan bahwa korupsi masih’ banyak tergadz di _Indoues*a terutama
karena tidak ada analisis Jabatan vang jelas bagax pegawai negeri. Pegawai
bekerja tanpa %\ewenangan yang jelas dan prosedur rancu, sehingga banyak
terjadi penyalahgunaan wewenang. K;ranya apa yang dikemukakan oleh
MENPAN ‘ini terdapat keterkaitannya dengan Kasus korups; yang terjadi
di BKKBN Propmm Kallmantan Selatan yang akan dzkomentara pacia kesem-
patan ini. '

Hasus Posisi

Hambali Carang, Kepaia B.K.K.B.N. Propinsi Kalimantan Selatan,
pada tahun antara 1978 sampai dengan 1982 dalam. kedudukan dan 3abatan~
nya itu telaly’ men;yalankan kebuaksanaan berupa menggunakan uang proyek
B.K.K.BN: Propmm Kahmantan Seiatan dengan cara - memermtahkan
kepada 1
- Para Pemimpin Proyek (Pimpro) B.K.}{.B.N.
~ Para Bendaharawan Provek (Benproy B.¥ K. BN
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penyakrt Oleh karena’itt walaupun: Keppres d4a/tahun 1986: menyatakan
© yang bertanggung jawabbaik'materil’ maupun phisik adalah Pimpinan Proyek;

tapi: bukan beram ‘orang lain‘yang menyalahgunakan’ penggunaan- lang

anggaran suatu proyek akan: ‘terbebas ‘dari-pidana. Bahkan dalam kasus'ini

sebienarnya ‘bukanthanya terdapat suatu gabﬁngan tindak:pidana ‘sebagai-

mana-didakwakan oleh ‘jaksa’penuntut’ umum, tapi- 3uga terdapat: suatn

penyertaan ‘yaituantardsterdakwa ‘dengan -para: pimpinan proyek, para'
~ bendaharawan'dan para’ karyawan B.KK.B./N Kalimaatan Selatan lainnya.
Seandamya pendirian judex’ facti ‘dalam kasus ini- diilcoti; maka sangat
dikhawatirkan akan semakin banyak terjadi korupsi'dimasa-masa vang akan -
datang, karena tolirvang beridnzgung jawab adalak mepman Proyek.

Seiqnjutnya ‘dasarispertimbangan’ hukum *‘Pengadilan: Negerz'-
Banjarmasm inipun terasa tidak tepat kalau kita Tihat kedudukan Keppres
ituisendiri- dibandingkat’ dengan:Undang-Undang Nomor-3 Tahun 1971
Tentang Pemberantasan-Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab
Undang-Undang Hukum:Pidana: Kedua undang-undang ini ‘dalam setiap
perumusan delictnya selalu dimuiai dengan kata barang smpa artinya ini
menunjuk kepada siapa saja; yang penting diz memenuhisemua unsur-unsuz
delict. Adalah suatu hal'yang bertentangan derngan hukum apabﬂa sebuah
Keppres ‘mengesampingkan suatu undang- -undang,. oY
* Seperti-ielah  penulis-singgung 'sebelumnya, bahwa ‘seseorang’ blsa ter-

bebas ‘dari ' pidana .apabila.dia mempunyal apa. yang disebut dasar-dasar
penghapus pidana. Dasar pénghapus pidana ini ada vang diatur: dalam
undang-undang dan ada yang‘diluar undang-undang. “Yang diluar undang-
undang:ini“salah'satunya-adalah ‘materiele: wederrechtelijkheid: {melawan
hikum ‘dalam’arii materil). Kita'mengenal dua pengertian’ melawan hukum
materil ini; vaitu's dalamsarti positip adalah undang-undang tidak melarang
perbuatan tersebut sehingga’ bukan ‘merupakan-tindak pidana akan tetapi

masyarakat'menganggap, hal tersebut: ‘merupakan tindak pidana karenanvae ¢
menurut hukum yang hidep dalam masyarakat dimana perbuatan tersebut - .

dilakukan, pelakunya dapat dipidana. Pengertian kedua adalah melawan
hukum ‘miateril-dalam arti negatifyaitu hukum positif atau undang-undang
menganggap “perbuatan - tersebut ‘merupakan tindak. pidana, akan tetapd
masyarakat berpendapat bahwa hal tersebut dibenarkan atau dibolehkan. D
dalam hukum pidana meiawan hukuini materil dalam arti‘negatif inilah vang
diterima, sedangkan melawan hukum materil dalam arti yang positif tidak
dapat diterima karena bertentangan dengan-asas legalitas sebagai mana di-
atur'dalam pasal‘1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melawan hukum
materil dalam arti yang negatif di-Indonesia juga sudah diterima ‘sebagai
contoh adalah pasal 283 KUHP vang melarang setiap orang menawarkan atau
memberikan, memperlihatkan alat-untuk mencegah atau menggugurkan
hamil, “akan tetapi - ‘untuk ‘kepentingan ‘keluarga ‘berencana ‘masyarakat
Indonesia menganggap hal tersebut bukan merupakan tindak pidana: Begitu'
juga Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah menerima materil tidak-
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: "engan kasus korupsi vang dxdakwakan kepada Kepaia
"Kahmantan Selatan ini, dengan melihat fakta-fakta hukum yang
tu: uang yang dipm}am pakai atau dipotong dasi anggaran proyek
: 4BN,.tersebut dlgunakan untuk membiayai proyek B.E.K.B.N. lainnya
yang uang anggaran ’mayanya belum ada atau untuk membiayai kegiatan atau
proyek B.K.K.B.N. yang tidak ada dalam Daftar Isian Proyek. Kemudian
di dalam salah satu pert;mbangan hukumnya hakim Pengadilan Negerl
Banjarmasin mengatakan bahwa’ proyek proyek yang uangnya dipakai atau
dipotong tidak mengalami hambatan atau terganggu, bahkan menduduki
ranking ke 2 untuk luar Jawa dan Madura. Dengan melihat fakta-fakta i
sghenarnya lebih tepat kalau terdakwa dibebaskan berdasarkan bahwa secara
materil perbuatan terdakwa tidak melawan hukum. '

Kesxmpulan

Kasus kasus korupsi yvang ter;adi di Indonesm baik vang terungkap
maupun yang belum terungkap sudah sedemikian rupa, sehingga diperlukan
uszha pencegahan dan penanggulangan 'y'ang sungguh-sunggh dari semua
pxhak baik oleh pemermtah khususnya para penegak hukum, para teoritisi,
parapraktisi_ maupun masyarakat sendiri. Hendaknya kita berusaha semak-
simal mungkin untuk mencegah usaha uniung-untungan dari oknum-oknum
tertentu karena adanya ketidak seragamarit. persepsi_para penegak hukum
dalam menangani kasus-kasus korup51 :

Kurnia Thoha, SH

Tk

Purzand compzere %mow isgs bnposswie as pure wid comp!ere joy.

. .{Leo Tolstoy)
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Profile Pengeagas Kemandirian.
Kekuasaan Kehakiman

Judul- : Kemandirian Kekuasaan Kehakiman
Editor - : Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan
.P_e;?'erbjz, FYayasan Lembaga Banruan Hukum fndonesio
Tebal . “ 1 71 halarman,

‘Memperingati tokoh yang telah meninggal dunia dengan cara menerbitkan buku
untuknya telah menjadi suatu kebiasaan disini. Buku yang diterbitkan, bisa serupa
komentar-komentar mengenai pemikiran sang tokoh maupun segi pribadinya, atau
bisa pula rangkuman komentar tentang pemikiran sang tokoh dan sisi-pribadinya.
Pada buku yang diulas ini, sosok pribadi dan pemikirannya di angkat kepermukaan.
Tidaklah: berlebihan- bila editor- buku ini .menampilkan sang. tokoh, Loeckman
Wiriadhinata S.H. (1910 ~ 1988), -dari sisi pribadi dan pemikirannya. Alasannya,
pikiran dan sosok pribadinya memang mengagumkan.

-+ Dari sisi pemikiran, Loeckman memiliki ide yang genume daiam konteks mem-
per _;uangkan gagasan neg,ara hukum. Dialah penggagas kemandirian kekuasaan
kehakiman. ’I“erhadap gagasan ity, dia konsisten memperiahankannya Dari s:kap
sepem itu -- dan genuitas gagasan --, rekan se}awatnya (pengacara) dan kalangan
profesi hukurm lainnya menghormatmya

Seorang sahabatnya, Dr. Anwar Haryone, S.H., memberi gelar Logkman sebagai
seorang demokyat (him. 20). Haryono melukiskan pribadi Loekman sebagai :

"Bukan sqja sifat demolratis yang sudah menjedi pembawaan pribadinya, tetapi
almarhium adalah juga pejuang demokrasi. Hanya melplui demokrasi keadilan
akan bisa tegap dan menegas, "

Haryono juga melihat pribadi L.oekman tidak sebatas sebagal pribadi yang meme-
gang teguh pendiriannya, tetapi sekaligns sebagai orang yang secara istigomah mem-
perjuangkan gagasannya -- kemandirian kekuasaan kehakiman. Haryono menegas-
kan bahwa stkap Konsisten terhadap cita-cita menegakan negara hukum jelas terlihat
_pada upaya merealisirnya baik pada masa Loekman mermlxka jabaian d1 pemermtah&n

[P RIS O) JUPUE. s, [, g, [ L. K- LI S N
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Rasa kagum terhadap pnbadl Loekman tidak saga dazang dar: kalangan bangsa— -

deliberate man, but much ‘more than appearances “his sense of professzona!
_ responsibility and ethical stature graced the practice of law with a touch of his

" own enormous supply of dignity.”
EE 33

Apa ‘yang ingin diperjuangkan oleh Loekman Wiriadhinata, kemandirian .
kekuasaan kehakiman, adalah suatu masalah yang amat mendesak, karena kekuasaan
kehakinian yang’ mandifi’ mempakan ‘pilaribagi-sebualnegararhikum. Daldm: pEr-
spektlf vang lebih luas, upaya menegakan kekuasaan kehakiman yang otonom -- Iepas
dari pengarub kekuasaan eksekutif -- berarti juga suatu perjuangan menegakan
demokrasi. Bila: Kifa® mereﬂeksxkan ‘papasan. emandman kekuasaan kehakiman ke-
dalam lintasan sejarah perjalanan republik ini, maka nampak jelas s:gmf;kasmya
Bahwa dimulai pada eraspemerintahan Soekarno pasca dekrit:5:Juli 1990, lembaga
eksekutxf secara jelas mengintervensi kekuazaan kehzkiman melalui Undang- unc‘zang
No. 19 Tahun 1964. Kemudian pemerintah orde baru melakukan koreksi atas UU
No. 19/1964, yaitu menggannkannya dengan UU No. 14/1970,

_' " Kehadiran UU No. 14/1970 awalnya memberi’ angm segar bagx terselenggaranya
suatu kekuasaan kehakiman yang mandiri, pamun terbukt kemudian bahwa penempat~
an kekuasaan kehakinian pada posist dualistik secara kelembagaan melahirkan ketidak-
mandirian kekuasaan kehakiman. Fungsi administratif dinaungi~Departemen
Kehakiman , sementara pelaksanaan kekuasaan kehakiman-yang fungsional dmanngl
oleh Mahkamah Agung.Penempatan kekuasaan kehakiman secara ambiguity me-
iahirkan keraguan atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ;

j Loekman, dengan mer juk pada sebuah Surai Keputusan Bersama (SKB)
Mahkamsah Agung dan Mer : 'ehakxman_ BRI (No. KMA/005/SKB/BI1/1987- M
03-PR.08.05 Tahun 1987 gaskan bahwa konkritisast kekuasaan kehakiman yang
mandiri’sé Jelcret: ‘law masih belum memadai. SKB tersebut
berisi kefentuan tentang cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat
Hukum: SKBitu menurut Loekman adalahtidakssah dan‘tidak berlaku untuk umum
(him. 60).

_ SKB tersebut di atas jelas amat membatasi gerak dari kalangan pengacara, Secara
lebih Tendasar bisa dikatakan bahwa kéhaditan SKEB ity membuktikan pémerintak
memang merekayasa pengkooptasian organisasi-craganisasi persatuan advokat, baik
itu Peradin maupun Ikadin Kita juga bisa meiihat partisipasi Loekman dalam mem-

Bamuan Hukum Indonesia. Hingga akhir hayamya, Loekman Wmadhmata duduk
sebagal Dewan Penyantun YLBHI :

' Kehadiran ‘buku amat berharga., ditengah langkanya teladan seorang advokat
yang memiliki mtegntas prabadi vang prima. Terutama sekali bagi kalangan advokat
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' 'mbutuhkan teiadan seorang advokat semor, d:tengah reahtas pengacara lebih
' ﬁbanyak bernndak‘sebagm calon keadilan danpada fasilitator. keadilan. Buku ini secara .
isi, baik. Hanya sayangnva, teknis edjtenalnya tidak baik. Buku ini hadir seolah buah
karya &oekman Wirzadhmaf.a, padahal merupakan kumpulan karangan orang lain,

M 1 tulisan Loekman, Lepas dari cacat”-nya, buku i un periu dan penting
: 'baca - terutama untuk kaiangan aclvokat

Asrun,

_**#*_

mm m%umnmw ww
'DAN pmmamw HUKUM?

" Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaiksud tidak ada di
kota anda, padahal anda ama‘t memerlukann ya.

3 Hubungz kamz dengan surat dan: sertakan perangko ba!asan
- didalamnya.

Kam: akan segem membantu anda

Tata Usaha
" Majalah

51 erebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusai.

Serangan Musuh dapat dilumpuhkan
Tapi tiada tentara yang dapat menahan sebuah ide
yang tiba waktunya untuk menyatakan diri.

(Victor Hugo)
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